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SERIUS SIKAPI PARTAI PRIMA

KPU RI Resmi Ajukan Banding

HASIL KORUPSI MANTAN BUPATI SIDOARJO

KPK Sita Uang Tunai Rp 5,6 M

TANAH BERKARAKTERISTIK KHUSUS TERDAMPAK TOL

Mulai Dilakukan Penaksiran Harga Sewa

Salah satu upaya per-

cepatan itu, Pemerintah

Pusat melalui Direktorat

Jenderal Bina Marga Ke-

menterian Pekerjaan

Umum dan Perumahan

Rakyat (PUPR) saat ini te-

ngah melakukan proses

penaksiran harga atau ap-

praisal untuk menentu-

kan besaran sewa tiga je-

nis tanah berkarakteristik

khusus yang terdampak

proyek tol di DIY.

"Saat ini Ditjen Bina

Marga Kementerian

PUPR sedang melakukan

proses penaksiran harga

terhadap tiga jenis tanah

berkarakter khusus. Di-

mana nanti hasil apprai-

sal akan menjadi dasar

untuk menentukan formu-

lasi pembayaran kompen-

sasi sewa Tanah Kas Desa,

Tanah Kasultanan/Sultan

Ground (SG) dan Tanah

Pura

Pakualaman/Pakualaman

Ground (PAG) yang ter-

dampak pembangunan

tol," kata Kepala Dinas

Pertanahan dan Tata

Ruang (Dispertaru) DIY

Krido Suprayitno di Yog-

yakarta, Jumat (10/3).

Menurut Krido, dalam

penentuan sewa lahan

tiga tanah berkarakteris-

tik khusus tersebut, pena-

nganannya berbeda de-

ngan tanah warga yang

terdampak pembangunan

jalan tol. Karena untuk

tanah berkarakteristik

khusus akan mengguna-

kan Serat Kekancingan

yang diterbitkan oleh

Kraton Yogyakarta yang

saat ini sedang dibahas

antara Pemda DIY, Pe-

merintah Pusat, dan Kra-

ton Yogyakarta. 

Begitu pula dengan be-

saran kompensasi sewa la-

han. "Kalau untuk kekan-

cingan saat ini masih da-

lam proses yang diformu-

lasikan bersama antara

Pemda DIY, Kasultanan

dan Pemerintah Pusat.

Mudah-mudahan semua

tahapan lancar sehingga

proses berikutnya bisa

segera dilakukan," ung-

kapnya.

Krido menjelaskan,

kompensasi pembayaran

sewa lahan untuk Tanah

Kas Desa nantinya akan

mengalir ke kalurahan.

Dengan begitu kalurahan

tidak kehilangan pengha-

silan setelah adanya pro-

yek tol di wilayahnya.

"Seperti yang disampai-

kan Ngarsa Dalem Sultan

HB X, untuk jalan tol,

Tanah Kalurahan sebagai

hak anggaduh dan SG

ataupun PAG itu tidak

dilepas," ujarnya.  (Ria)-f

JAKARTA (KR) - Menteri Pen-

dayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi (PAN-RB)

Abdullah Azwar Anas menyebut

adanya keterkaitan penyelengga-

raan Sistem Pemerintahan Ber-

basis Elektronik (SPBE) dengan

pemberantasan korupsi. Anas

yakin penerapan SPBE yang mak-

simal bisa jadi jalan guna meng-

angkat skor Indeks Persepsi Ko-

rupsi (IPK) Indonesia yang merosot

4 poin, dari 38 pada 2021 menjadi

34 di 2022.

"Kalau kita lihat di berbagai ne-

gara di dunia, indeks SPBE dengan

indeks-indeks pengukuran yang

lain itu punya keterkaitan. Kita

cek Denmark dan Finlandia, mere-

ka punya indeks pembangunan e-

government yang sangat baik dan

faktanya Indeks Persepsi Korupsi-

nya juga menunjukkan rapor gemi-

lang," ujarnya saat memberikan

sambutan pada penandatanganan

Komitmen Pelaksanaan Aksi

Pencegahan Korupsi (PK) Tahun

2023-2024 Fokus 3 di Jakarta,

Jumat (10/3).

Penandatanganan Komitmen

Pelaksanaan Aksi PK Tahun 2023-

2024 Fokus 3 diikuti 19 Sekretaris

Jenderal dan Inspektorat Jenderal

dari kementerian dan lembaga

pelaksana aksi. Mereka menan-

datangani komitmen untuk melak-

sanakan empat aksi pencegahan

korupsi terkait penegakan hukum

dan reformasi birokrasi. Aksi terse-

but sesuai amanat Fokus 3 yang

tertuang dalam Peraturan Presi-

den No 54/2018 tentang Strategi

Nasional Pencegahan Korupsi.

Aksi pada Fokus 3 mencakup

penguatan peran Aparat Peng-

awasan Internal Pemerintah

(APIP) dalam pengawasan pro-

gram pembangunan; penguatan in-

tegritas penanganan perkara pi-

dana; penguatan pengawasan

Badan Usaha Pemerintah (BUMN

dan BUMD); serta penguatan sis-

tem informasi kepegawaian berba-

sis merit. 

Wakil Ketua Komisi Pemberan-

tasan Korupsi (KPK) Alexander

Marwata menyakini kemampuan

SPBE untuk menekan korupsi di

Indonesia. Menurutnya, layanan

elektronik yang dibarengi integritas

pelayan publik bisa meningkatkan

layanan Pemerintah kepada masya-

rakat, di sisi lain juga bisa mence-

gah terjadinya pungli, suap, dan se-

bagainya. "Namun demikian, seba-

gaimana sistem apapun, yang ter-

baik sekalipun kita bangun tapi

kalau tidak diimbangi dengan in-

tegritas, percuma," ungkapnya.

Menteri PAN-RB mengatakan,

penerapan SPBE di Indonesia

telah diatur lewat Peraturan Pre-

siden No 132/2022 tentang Arsi-

tektur Sistem Pemerintahan Ber-

basis Elektronik Nasional. Aturan

ini jadi komitmen Pemerintah

mengakselerasi implementasi inte-

grasi proses bisnis, data dan infor-

masi, infrastruktur SPBE, aplikasi

SPBE, dan keamanan SPBE yang

bermuara pada peningkatan kuali-

tas pelayanan publik.

"Tentu ada urgensi penyeleng-

garaan SPBE ini. Pertama, memu-

dahkan warga untuk mengakses

layanan publik. Kedua, untuk me-

naikkan indeks persepsi korupsi,

tingkat kemudahan berbisnis, in-

deks penegakan hukum, dan lain-

lain," imbuhnya. (Ati)-f

JAKARTA (KR) - Komisi Pemilihan

Umum (KPU) resmi mengajukan banding

atas putusan Pengadilan Negeri (PN)

Jakarta Pusat yang memerintahkan KPU

menghentikan pelaksanaan tahapan

Pemilu 2024 dan memulainya dari awal.

Dalam mengajukan memori banding itu,

KPU diwakili Kepala Biro Advokasi dan

Penyelesaian Sengketa Andi Krisna.

"Hari ini (Jumat kemarin), KPU resmi

menyampaikan memori banding di PN

Jakpus dan kemudian tadi sudah kami

sampaikan dokumen. Kami juga sudah

terima akta permohonan banding, sehing-

ga KPU sudah menyampaikan secara ke-

seluruhan proses-proses atau substansi

dokumen-dokumen banding tersebut," je-

las Andi Krisna kepada wartawan di PN

Jakarta Pusat, Jumat (10/3).

Dengan menyampaikan pengajuan ban-

ding tersebut, tegasnya, membuktikan,

pelaksanaan Pemilu 2024 tetap berjalan.

Hal ini sebagaimana disampaikan pim-

pinan KPU. "Proses dan tahapan berjalan

sebagaimana PKPU No 3 tahun 2022 ten-

tang Tahapan dan Jadwal Penyeleng-

garaan Pemilu 2024) yang sudah ditetap-

kan KPU," tutur Andi.

Anggota KPU Mochammad Afifuddin

menyatakan,  banding yang diajukan ter-

hadap putusan PN Jakpus merupakan

bentuk keseriusan mereka dalam menyi-

kapi gugatan Partai Prima. 

"Banding yang dilakukan KPU terha-

dap Putusan PN Jakarta Pusat Nomor

757/Pdt.G/2022/ PN.Jkt.Pst sebagai ben-

tuk keseriusan KPU dalam menghadapi

dan menyikapi gugatan yang diajukan

oleh Partai Prima," tegas Afifuddin.

Ia menyebutkan, saat ini KPU menung-

gu putusan dari hakim Pengadilan Tinggi

DKI Jakarta terhadap banding yang telah

diajukan. Hal ini, karena memori banding

telah diterima PN Jakpus yang dibuk-

tikan dengan penerbitan Akta Pernyataan

Banding Nomor 4/SRT.PDT.BDG/2023/

PN. Jkt.Pst. tertanggal 10 Maret 2023.

(Ful)-d

JAKARTA(KR) - Komisi Pemberantas-

an Korupsi (KPK) menyita uang tunai

hasil tindak pidana korupsi senilai Rp 5,6

miliar dan barang berharga lainnya dari

tangan mantan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah

(SI). Barang bernilai ekonomi lainnya yang

turut disita penyidik yakni uang tunai 64

ribu dolar Amerika Serikat, 10 buah tas

merek TUMI, satu tas merek Louis

Vuitton, empat unit ponsel dan logam mu-

lia dengan ukuran 50 gram dan 25 gram.

"Tim Penyidik telah melakukan penyi-

taan dalam bentuk uang tunai maupun

barang, di antaranya uang tunai dalam

bentuk pecahan mata uang rupiah senilai

Rp 5,6 miliar," kata Kepala Bagian Pem-

beritaan KPK Ali Fikri di Jakarta, Jumat

(10/3).

Ali mengatakan, penyitaan barang bukti

tersebut merupakan bagian dari proses

penyidikan perkara dugaan penerimaan

gratifikasi dengan tersangka SI. "Saat ini

pengumpulan alat bukti masih terus di-

lakukan, termasuk untuk menelusuri ber-

bagai penerimaan uang maupun barang

lain oleh tersangka SI dimaksud," ujarnya.

Tersangka Saiful Ilah adalah mantan

Bupati Sidoarjo dua periode yakni 2010-

2015 dan periode 2016-2021. Tim penyidik

saat ini menahan tersangka SI terhitung

mulai tanggal 7-26 Maret 2023 di Rutan

KPK pada Gedung Merah Putih.   (Ful)-d

KR-Antara/Andreas Fitri Armoko

FESTIVAL DALANG REMAJA: Peserta memainkan wayang kulit saat Festival

Dalang Anak dan Remaja se-Kabupaten Sleman 2023 di Ndalem Pendhapa

Barongan, Tempel, Sleman, Jumat (10/3/2023). Festival dalang yang diikuti puluhan

peserta dari kategori anak usia 8-15 tahun dan remaja usia 16-20 tahun tersebut gu-

na melestarikan dan mengembangkan seni tradisional khususnya pedalangan. 

YOGYA (KR) - Pemerintah terus melaku-
kan sejumlah upaya percepatan pembangun-
an jalan tol termasuk yang melewati wilayah
DIY. Dengan harapan tahapan pembangun-
an jalan tol bisa diselesaikan tepat waktu.
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